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Menimbang : a.

Mengingat : l.

KEPALADESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KT]DUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KRAI\IDON
NOMOR 2 TAHT]N 2023

TENTAITG
AIYGGARAN PENDAPATAIT DAI\[ BETAI\IJA DESA KRAIiDON

TAIIT]N AITGGARAN 2023

DnNcIN RA.IIMAT TI]IIAN YANG MAI{A EsA

3.

KEPALADESA KRANDONO

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungiawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat desq

balrwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggarat 2023
termuat dalarn Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023 yang disustrn sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menqiu masyarakat adil, malamu dan
sejahtera

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambalran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambalran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Talun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahtur 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 l7);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubatr
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peratrtan Pemerintah Nomor 60 Tatum 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatau dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S6a);

Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2al4 Entang pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tatrun 2020 tentang pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberadayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desq Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2020 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Keuangan No. 2011PMK.07/2022 tentang pengelolaan
Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2a22 Entargprioritas penggunaan Dana
Desa Tahun 2A23;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman
Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan perda. kabupaten
Kudus Nomor l0 Tahun 2017 tentang Perubahan atas perda. Kabtrpaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendoman pernbangunan Desa;

Peraturan Daeratr Kabupaten Kudus Nomor 9 Thun 2a22 EntargAnggaran
Pendapatan dan Belan$a Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa @erita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 20lg
Nomor 3l);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahwr20l9 tentang pedoman pembinaan
dan Pengawasan Pengelolaan Keuanga Desa;

Peraturau Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftax Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Kudus @erita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2A22 la;ntarrg
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2A23;

Rencana Kerja

17. PGraturan.-..

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Keputusan Bupati Kudus Nomor 900130012022 tentang Penetapan Besaran
Tunjangan dan Biaya Operasional Badan pernrusyawaratan Desa
di Kabupaten Kudus;

Keputusan Bupati Kudus Nomor 900130212022 terfiang Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa rmtuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2A23;

19. Keputman Bryati Kudns Nomor 900130312022 tnntang Penetapan Besaran
Bagran Dari Hasil Pajak daerah dan Retibusi Daerah di Kabupaten Kudus
Tahun 2023;

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pendoman
Penyusunan APBDes Tahun 2023;

21. Peraturan DesaNomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Krandon Kecamatan
Kota Ifubupaten Kudus;

22. Peraturan Desa Krandon Nomor 6 Tahun 2022 tsntang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

Dan
KEPAI-A. DESA KRANDON

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA KRANIDON TENTANG AIIGGARAII PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA KRANDON TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Desa KRANDON Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

17.

18.

l. Pendapatan Desa

2. Belaqia Desa

Surpuls/Defisit

)Pembiayaan
l. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)

Sisa l,ebih(Kurang) Perhitungau Anggaran

Rp. 1.719.038,900,00
Rp. 2.058.9s3.050.q0
Rp. (339.915.050,00)

Rp. 496.686.413,00

Rp. 1s0.000.000.00
Rp. 346.686.48,A0
Rp. 6.771.363,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatao dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercanturfl dalelm Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalaur Pasal 2 memuat APBDesa;
l. DaftarDanaCadangan;
2. Penanaman Modal BUMDes
Daftarkegiatan yang belum dilaksanakao di tahun anggaran sebehunnya

Pasa] 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belania Desa sebasi landasan ooerasional oelaksanaan APB Desa



Pasal 5
1. Pernerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencan4 keadaan darurat,

dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menggunakan anggaran jenis belaqia

tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggararmya, yang selaqiutnya diusulkan dalam rancangan

Peraturan Desa tentang Perubalran APBDesa
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi lriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal daxi aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi

sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. beradadiluar kendali dan pengaruh pemerintatr Desa;

8. memiliki dampak yang slgtufikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan

oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
9. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
1. penarrbatran dan/atau pengurangan dalarn pendapatan Desa pada tahun berjalan

keadaan yang menyebabkan harus dilalorkan pergeseran antar obyek belanja; dan
2. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan

dalam tahunbe{alan
3. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabarau APBDesa dan me,mberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa KRANDON.

Ditetapkan di : KRANDON .

Diundangkan di : KRANiDON
: 02 Februari 2023
KRANDON

Pada

KRA}IDON NOMOR 2 TAIIUN 2023



I

LAMPIRAN

PERATUMN DESAKRANDON

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGC,ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEIUERINTAH DESA KRANDON

TATIUN ANGGARAN 2023

KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN
( Rpl

SUUBERDANA

I 2 3 4 5

I
t.1.

r.1.01

1.1.01

1.1.92

1.1.02

1.1.03

1.1.03

1.1.04

1.1.04

r.1.05

1.1.05

1.1.06

1.1.06

1.1.06

1.1.08

1.1.08

1.2.

1.2.90

1.2.90

1.3.

1.3.01

1.3.01

1.3.02

1.3.02

1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.1.

5.1.

5.2.

5.2.

5.1.

5.1.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan LainJain

18.000.000,00

1.691.038.900,00

10.000.000,00

ADD, PAD

ADD

ADD, PBH

ADD

DDS

ADD

ADD

ADD

PBP

DDS

JUTI"AH PENDAPATAT\ t.7t9.038.9x),@

BELANJA

BIDANG PENYELENGGAMN PETERINTAHAN DESA

Penyelenggaran Belanla Siltap, Tunjangan dan Operaiona!
Pemerinhhan Desa (t$aksimal 30?6 untuk kegia

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional Pernerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK
D, PerEngkapan Perkantoran, pakaian

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tunjangah BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P
eftantoran, Pakaian Seragam, ped

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)

Belanja Barang dan Jasa

Perryedlaan Sarana Prasarana Pemerintahan Deea

Pemeliharaan sarana peiletoran/Pemerintahan

Belanja Barang dan Jasa

Administral Kependudukan, Pencatatan Sipil, Stafstik dan Kearcipan

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudul€n

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profi I Desa (Dipilih)

Belanja Barang dan Jasa

800.396.150.00

626.813.'lSl,00

93.600.0@,00

93.600.000,@

228.180.000,00

228.180.0@,m

u.722.0OO,@

34.722.000,00

160.158.500,@

160.158.500,00

76.200.000,00

76.200.000,00

9.392.400,00

1.050i000,00

8.342.4@,00

24.560.250,00

24.560.250,00

2.3'f5.0d1,00

2.345.000,00

2.345.000,00

68.448.000,00

2.460.000,00

2.460.000,00

65.988,000,00

28.488.000,00

$@ t2n2no2i12:s8:s4 Halaman 1



KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN
(Rp)

SUMBERDANA

1 2 3 4 5

1.3.02

1.4.

't.4.01

1.4.01

1.4.03

1.4.03

1.4.91

1.4.91

2

2.1.

2.1.01

2.1_01

2.2.

2.2.02

2.2.02

2.2.03

2.2.03

2.2.U

2.2.04

2.2.04

2.2.6

2.2.06

2.3.

2.3.14

2.3.14

2.3.14

2.4.

2.4.01

2.4.01

2.6.

2.6.03

2.6.03

2.6.03

3

3.1.

3.1.03

5.3.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.3.

5.2.

5.2.

5.3.

5.2.

5.2.

5.3.

Belania Modal

Tah Prala Pemerintahan, Psrencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDeS (
Reguler)

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Pelencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

Belanja Ba€ng dan Jasa

Dukungan Pelaksanaan dan Soeialisasi Pengisian Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEI-AKSANAAN PETBANGUNAil DESA

Sub Bidang Pendidikan

Penyelengrgaran PAUD/TKTPA/Tl(A,/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des
a (Honor, Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang K*ehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, lnsentif)

Belanja Barang dan Jasa

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka
der Kesehatan dll)

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pengasuhan Bepama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pekeriaan.Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s
elokan dll)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Sub Bidang Kawaean Pemukiman

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunar/Rehab Rumah Tidak Laya
k Huni C,AKIN

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Perfiubungan, Komunlkari dan lrformatika

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan lnformasi
Lokal Desa

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

BIDAIiIG PETBINAAN KETASYAMKATAN

Sub Bldang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perllndungan
tasyarakat

Koodinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala
Lokal Desa

37.500.000,00

102.790.qro,00

11.235.000,00

11.235.000,@

11.570.000,00

11.570.000,00

79.985.000,00

79.985.000,00

762.586.800.00

13.070.000,00

13.070.000,00

13.070.000,00

t30.088.800,fi)

55.230.000,00

55.230.000,00

13.690.000,00

13.690.000,00

51.495.000,00

50.995.000,00

500.000,00

9.673.800,00

9.673.800,00

492.928.(xro,00

492.928.000,00

1.000.000,00

491.928.000,00

/t0,000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

86.500.000,00

86.500.@0,00

42.500.000,00

44.000.000,00

129.955.@0.00

20.200.000,00

20.2@.000,00

ADD

DLL, PBH

ADD

DDS

DDS

DDS

DDS

DDS

DDS, PBP

DDS

DDS

PtsI.I

@@ o2!o2t2a2ss:s5:ss Halaman 2



3.1.03

3.2.

3.2.03

3.2.03

3.tl.

3.4.02

3.4.02

3.4.03

3.4.03

3.4.90

3.4.90

3.4.91

3.4.91

4,

1.1.

4.1.01

4.1.01

1.2.

4.2.03

4.2.03

4.1.

4.4.01

4.4.01

4.4.02

4.4.02

4.4.90

4.4.90

4.5.

4.5.02

4.5.02

E

5.1.

5.1.01

5.1.01

5.2.

5.2.O1

5.2.01

5.3.

5.2. Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Penyelenggaran Festival Kesenian, AdaUKebudayaan, dan Kegamaan (HU
T Rl, Raya Keagamaan dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kelembagaan tcyarakat
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan PKK

Belania Barang dan Jasa

Pembinaan RT/RW

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan karang Taruna

Belanja Barang dan Jasa

BI DANG PEMBERDAYAAN TIASYAMKA-T

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bldang Peftanian dan PeEmakan

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

Belania Barang dan Jasa

Sub Bldang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

Belanja Barang dan Jasa

Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak
yatim dlll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Koperasl, Usaha Micro Kecil dan tenengah (UilKM)

Pengembangan Sarana Prasarana UsahE Mikro, Kecil, Menengah dan Kop
erasi

Belanja Barung dan Jasa

BIDANG PENANGGULANGAT{ BENCATTIA. DARURAT DAN TENDESAK DE

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Penanggulanan Bencana

Belanja THak Terduga

Sub Bidang Keadaan Darurat

Penanganan Keadaan Daruat

Belanja Tidak Teduga

Sub Bidang Keadaan ilondesak Desa

20.200.000,00

10.720.qD,00

10.720.000,00

10.720.0@,00

99.035.0(xt,00

5.000.000,00

5.000.000,00

48.115.000,00

48.115.000,00

40.150.000,00

40.150.000,00

5.770.000,00

5.770.000,00

91.696.000.00

21.580.000,fi)

21.550.000,00

21.550.000,00

3.660.000,(xt

3.660.000,00

3.660.000,00

60.306.q,0,00

1.780.000,00

1.780.000,00

4.405.000,00

4.405.000,00

54.121.000,00

54.121.000,00

6.r80.0fi),00

6.180.000,00

6.180.000,00

274.320.000.00

47.370.0(x!,00

47.370.000,00

47.370.000,00

3.750.000,(xl

3.750.m0,00

3.750.000,00

223.200.000,00

DDS

DDS, PBH

5.2.

5.2.

5.4.

@q ozo2r2o2as:ssisg Halaman 3



KODE
REKEI{II{G

URAIAil ANGGARAil
( Rpl

SUf,BERDANA

1 2 3 I 5

5.3.01

5.3.01 5.4.

0.

6.1.

6.2.

Penangenan Keadean [tlendesak

Belanja Tidak Terduga

223.200.000,00

223.2q).0q),@

D0s

JUTLAH BELANJA 2.058.9&t.950,00

SURPLUS 
' 

(DEFtSrr) (339.915.050,00)

PETBIAYAAI{

Penerimaan Pembhyaan

Pengeluaran Pembiayaan

496.686.413,00

150.000.000,00

PEUBIAYAAT{ T{ETTC 346.686.'013,00

SlttA LEAH PEilBIAYAAII AilGGARAtt 6.?7t.363,00

E o{il)2r20230:ss:5s Halaman 4



I

BADATI PERMUSYAWARATAIY DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATEN KUDUS
Jl. Sucen-Pegar{aran KM. I Kudus Telepon (0291) 445 234

KUDUS 59314

T(EPUTUSAI\I BADAI\I PERMUSYAWARATAI\T DESA KRANDON

NOMOR : 144 12 12023

TENTAI\IG

PERSETUJUAIi ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAII BELANJA DESA KRANDON

TAIITIN AIIGGARAN 2023

BADAI\I PERMUSYAWARATAI\i DESA KRANDON,

Menimbang

Mengingat : 1.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Pasal 69 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desq

bahwa Rancanagan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belaqia Desa Tahun Anggaran 2023, dibatras dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa telah menyempumakan ;

bahwa berdasarkan an sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perfu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan
Desa Krandon menjadi Peraturan Desa Krandon tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahnn Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 11 Tatrun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A1"4 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6321');

2.

3.

4. Peraturan....



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
tsersumber dari Angganan Pendapatrui dan Belanja }rlegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralfoir dengan Peraturan Pemerintatr Nomor I
Tattun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 terfi,ang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 586a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoinan Pembangunart Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (berita Neagara Repubik Indonesia Tahun
2018 Nomor 6ll);

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2l Talnrn 2020twfiangPedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberadayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Des4 Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Musyawaratr Desa;

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.0712022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik lndonesia Nomor I Ta]run 2022 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda.
Kabupaten Kudus Nomor l0 Tahun 2,017 tentang Perubahan atas Perda.
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Thun 2022 tentang
fuiggaran Fendapaan dim Bela4ia Daerah Kabupateu Kudus Talrrrn
Anggaran 2023;

I.3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa @erita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2018 Nomor 3l);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asat Usul dan Kewenangan Lol*al
Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 33);

16. Peraturan...

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.



15.

16.

t7.

18.

19.

20.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuanga Desa;

Peratnran Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Da€tah Kabupatcn Kudus Tahim 2O23;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 terfiaug Pendoman
Penyusunan APBDes Tatrun 2023;

Keputusan Bupati Kudus Nomor 90A/30AD022 tentang Penetapan

Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan permusyawaratan

Desa di Kabupaten Kudus;

21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan
berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokat Berskala
Kmiidon Kecamahn Kota Kabupaten Kridus;

22. Peraturan Desa Nomor 2 Tatrun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemoriffah Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Rapat Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah
Desa pada hari Kamis tanggal 2 Feb,rrr,ari 2023 membalus Peratumn Desa
Krandon Nomor 2 Tahun 2023 tefiang Anggaran Pendapatan dan Belar{a
DesaKrandon Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Menyetujui Peraturan Desa tentang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Krandon Tahun Anggamn 2023 sebagai berikut :

Keputusan Bupati Kudus Nomor
Besaran Alokasi Dana Desa untuk
Tahun m23',

Keputusan Bupati Kudus Nomor
B6a,ran Bagian Daxi Ha3il Pajak
Kabupaten Kudus Tahun 2023;

90A80212022 tentatg Penetapan

setiap Desa di Kabupaten Kudus

9001303 12022 tentang Penetapan

daerah dan ReUibusi Daerarh di

Rp 1.719.038.900,00
Rp 2.058.953.0s0.00

(Devisit) Rp (339.915.050,00)

Rp 496.686.413,00

Rp 150.000.000.00

Rp 346.686.48,A0
Rp 6.771.363,0A

Desa

Desa

l. PendapatanDesa

2. Belanja Desa

3. PembiayaanDesa

a Penerimaan
b. Pengeluaran

Selisih Pembiayaan (a-b)

S isa Lebih(Kurang) Perhitungan



KEDUA Uraian lebih laqiut Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan
Belaqia Desa Kmndon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang menrpakan bagian
yang tidak teryisatrkan dari kepuhsan ini.

Kepr$usan ini bcrlaku sgiak tmggal ditetapkan dm ryabila terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudu s

PadaTanggal 2 Febnrari 2An.

TAI{ DESA KRA}IDON

KETIGA

'm
KRAND



ffi
BADAI\I PERMUSYAWARATAI{ DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

Jl. Sucen-Pegaqjaran KM. I Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai
Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah diadakan rapat pimpinan Badan
Pemusyawaratan Desa Krandon bersama Kepala Desa Krandon dalam rangka membahas

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah menetapkan sebagai berikut :

( Mcnetapken Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krandon, Persetujuan Atas
Pemturan Desa Knndon Nomor 2 Tahun 2023 tenbng Angaran Pendapatan tlrn
Belanja Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Krandon iai dibuat untuk diperlukan
sebagaimana apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAI{ DESA
DESA KRANDON

:OHT]L HANA

Mengetahui,

T(R.ANDON


